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JAKARTA (IM) - Satuan 
Polisi Pamong Praja (Satpol 
PP) Jakarta Barat mengarahkan 
pedagang kaki lima (PKL) yang 
sering berdagang di kawasan 
wisata Kota Tua untuk men-
empati lokasi binaan di Kota 
Intan.

“Belum ada penindakan 
karena kita membangunnya 
adalah hubungan komunikatif, 
hubungan persahabatan yang 
humanis,” Kepala Satpol PP 
Jakarta Barat, Agus Irwanto 
saat ditemui di kawasan Kota 
Tua, Jakarta Barat, Senin (1/8).

Menurut Agus, cara hu-
manis merupakan langkah 
yang tepat untuk mengimbau 
para PKL untuk pindah ke 
lokasi binaan (lokbin) di Kota 
Intan. Dengan cara tersebut, 
pedagang tidak akan merasa 
terintimidasi sehingga mereka 
mau pindah ke lokasi yang 
telah ditentukan.

Sejauh ini, tidak banyak ak-
tivitas PKL yang terlihat di ka-
wasan Kota Tua. Hal tersebut 
karena sosialisasi pemindahan 
tersebut sudah dilakukan sejak 
enam bulan lalu. “Kemarin kita 
masih kasih dispensasi untuk 
para pedagang,” kata dia.

Namun Agus memastikan 
terhitung mulai hari ini, selu-
ruh PKL dilarang berdagang di 
Kota Tua dan diarahkan untuk 
berjualan di kawasan Lokbin 
Kota Intan.

“Semoga di tahapan ini 

kita bisa mendorong pedagang 
ke lokbin, mereka juga bisa 
mencari nafkah, kita harapkan 
tidak ada riak ataupun gejolak,” 
kata dia.

Pemerintah Kota (Pemkot) 
Jakarta Barat menyediakan 
ratusan gerai di Lokbin Kota 
Intan untuk menampung 409 
PKL Kota Tua. Lokbin itu ber-
lokasi di Jalan Cengkeh, Taman 
Sari, Jakarta Barat.

Jaraknya tidak terlalu jauh 
dari kawasan Kota Tua. Warga 
hanya perlu berjalan kaki se-
jauh 100 hingga 150 meter dari 
Kota Tua untuk menuju lokbin 
tersebut.

Selain itu, pemerintah 
juga beker jasama dengan 
pengelola Gedung Cipta Ni-
aga untuk menyediakan gerai 
bagi para PKL. Gedung yang 
dikelola oleh pihak swasta ini 
berlokasi di komplek wisata 
Kota Tua.

Saat ini Pemkot Jakarta 
Barat bekerjasama dengan 
pengelola tiga gedung milik 
Kementerian Keuangan yang 
berlokasi di Jalan Kali Besar 
untuk dijadikan lapak PKL.

Diperkirakan tiga gedung 
tersebut dapat menampung 
250 PKL. Pemkot masih 
berkomunikasi dengan swasta 
terkait harga sewa per gerai di 
gedung Kementerian Keuang-
an tersebut.  yan

Satpol PP Pindahkan PKL di 
Kota Tua ke Lokbin Kota Intan

INTERNATIONAL MEDIA, SELASA 2 AGUSTUS 2022

FOTO : ANT

STASIUN BNI CITY MASIH LENGANG PADA JAM SIBUK
Sejumlah warga berjalan usai turun dari rangkaian kereta rel listrik (KRL) Commuterline berhenti di Stasiun BNI City, Jakarta, 
Senin (1/8). Stasiun tersebut masih terpantau lengang pada jam sibuk berangkat kerja di hari ketiga pengoperasiannya 
karena masyarakat masih banyak yang memilih menggunakan Stasiun Sudirman dan Stasiun Karet yang lokasinya tidak 
jauh dari Stasiun BNI City.

JAKARTA (IM) - Gu-
bernur DKI Jakarta, Anies 
Baswedan memberi penjelas-
an mengenai Rancangan 
Peraturan Daerah (Raperda) 
tentang Perubahan Bentuk 
Hukum Perseroan Terbatas 
Jaminan Kredit Daerah (PT 
Jamkrida) menjadi Perseroan 
Daerah (PD) Jamkrida. 

Menurut Anies, perubah-
an bentuk hukum Jamkrida 
diperlukan untuk menambah 
kemampuan daerah mendu-
kung Usaha, Mikro, Kecil 
dan Menengah (UMKM). 
“Bertujuan menunjang kope-
rasi dan Usaha, Mikro, Kecil, 
Menengah yang ada di Indo-
nesia khususnya di Jakarta 
serta meningkatkan kegiatan 
ekonomi daerah dan mening-
katkan sumber pendapatan 
asli daerah,” kata Anies dalam 
rapat paripurna DPRD DKI 
Jakarta, Senin (1/8). 

PT Jamkrida, kata dia, 
saat ini hanya menjamin 

40 kali dari jumlah modal 
dan modal yang dimiliki Ja-
karta sebesar Rp 400 miliar. 
Sehingga modal yang bisa 
disalurkan PT Jamkrida yakni 
40 kali dari Rp 400 miliar 
atau sebesar Rp 16 triliun. 
Oleh karena itu, Anies ingin 
menambah modal yang ada 
di Jamkrida dengan cara 
mengubah badan hukumnya 
dari PT menjadi (PD). 

“Diharapkan dengan 
adanya perubahan Perda 
bentuk hukum menjadi per-
seroan daerah, kursi roda 
dan penambahan modal PT 
Jamkrida di Jakarta akan 
dapat meningkatkan kiner-
janya serta akan lebih ba-
nyak merangkul memfasilitasi 
pelaku usaha koperasi dan 
UMKM,” ujar dia. 

Sebelum pembahasan 
Raperda ini, pada rapat pari-
purna mendatang DPRD 
DKI akan mendengarkan 
pendapat para fraksi.  yan

Anies Usulkan Raperda 
Perubahan Bentuk Hukum PT 

Anies: Kita Tunggu Putusan PTTUN
Kita tidak mau berandai-andai, tapi 
kami yakin bahwa majelis hakim akan 
mempertimbangkan secara serius 
tentang terciptanya rasa keadilan di 
kota ini,” kata Gubernur DKI Jakarta, 
Anies Rasyid Baswedan terkait banding 
putus an PTUN DKI soal UMP.

JAKARTA (IM) - Gu-
bernur DKI Jakarta, Anies 
Rasyid Baswedan mengatakan, 
pihaknya memang telah meng-
ajukan banding terkait putusan 
PTUN DKI Jakarta soal UMP. 
Menurutnya, pihak Pemprov 
DKI Jakarta sejauh ini akan 
terus menghormati proses 
hukum yang sesuai dan tengah 
berjalan.

“Kita tunggu putusan-
nya di PTTUN. Jadi, setelah 
keluar hasilnya nanti kita liat, 
kita tidak mau berandai-andai 
tapi kami yakin bahwa majelis 
hakim akan mempertimbang-
kan secara serius tentang ter-
ciptanya rasa keadilan di kota 
ini,” kata Anies di DPRD DKI 
Jakarta, Senin (1/8).

Menurutnya, Pemprov 
DKI akan terus menguta-
makan stabilitas, rasa damai 
dan tenang karena keadilan. 
Dirinya berharap, majelis ha-
kim bisa mempertimbangkan 
berbagai faktor yang ada agar 

perekonomian Jakarta bisa 
tumbuh berkualitas.

“Berkualitas bagaimana 
sih? Tumbuh berkualitas itu 
artinya, ada pertumbuhan dan 
ada pembagian hasil pertum-
buhan yang setara,” jelas dia.

Dia menambahkan, jika 
ada pertumbuhan yang lebih 
baik dan setara, bisa diartikan 
sebagai pertumbuhan yang 
berkualitas. Hal itu, dinilainya 
bisa diwujudkan dengan berba-
gai komponen yang ada.

“Kita biasa menyebutnya 
dengan istilah pertumbuhan 
dan pemerataan. Di dalam 
mikro ekonomi dan perusa-
haan, ada sumber daya banyak. 
Ada sumber daya kapital, ada 
sumber daya teknologi, sumber 
daya manusia, sumber daya 
tanah,” jelas dia.

Diketahui, Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) DKI Ja-
karta memutuskan untuk men-
gajukan banding atas putusan 
Pengadilan Tata Usaha Negara 

(PTUN) Jakarta tentang pem-
batalan Keputusan Gubernur 
(Kepgub) Nomor 1517 Tahun 
2021 tentang Upah Minimum 
Provinsi (UMP) 2022.

“Kami berharap dengan 
adanya upaya banding ini, be-
saran UMP senilai Rp4.641.852 
sesuai Kepgub Nomor 1517 
Tahun 2021 tidak dibatalkan,” 
kata Kepala Biro Hukum Pem-
prov DKI Yayan Yuhanah di 
Jakarta, Rabu (27/7).

Dia menjelaskan keputu-
san banding itu telah melalui 
kajian komprehensif  dari pu-
tusan majelis hakim, yang dini-
lai masih belum sesuai dengan 
harapan.

Menurut dia, kenaikan 
UMP yang layak dengan mem-
pertimbangkan tingkat hidup 
layak dan kenaikan inflasi, 
maka Pemprov DKI memu-
tuskan melakukan banding 
untuk menjaga kelayakan dan 
kesejahteraan pekerja.

Di sisi lain, pihaknya meng-
apresiasi keputusan majelis 
hakim atas putusan yang telah 
ditetapkan. “Nilai UMP yang 
ditetapkan dalam Kepgub 
tersebut telah mempertim-
bangkan angka inflasi, serta 
kelayakan, dan kesejahteraan 
hidup pekerja,” kata Yayan.

PTUN Jakarta, memang 
telah membatalkan Kepgub 
Nomor 1517 tahun 2021 soal 
UMP 2022 dan memenang-

kan gugatan para pengusaha. 
Dalam putusan itu, PTUN 
Jakarta juga memerintahkan 
Gubernur DKI Jakarta mene-
tapkan UMP 2022 yang baru 
sebesar Rp4,5 juta sesuai reko-
mendasi Dewan Pengupahan 
DKI Jakarta yakni unsur seri-
kat pekerja/buruh Nomor:I/
Depeprov/XI/2021 pada 15 
November 2021.

Mengetahui kekalahan 
upaya hukum Pemprov DKI 
Jakarta melawan penggugat, 
Apindo DKI Jakarta, terkait 
UMP, ratusan buruh sebe-
lumnya sempat menggeruduk 
Balai Kota DKI Jakarta. Mer-
eka menuntut Pemprov DKI 
Jakarta untuk mengajukan 
banding ke PTTUN.

Pihak buruh berharap bisa 
menemui Anies Baswedan 
secara langsung, tetapi orang 
nomor satu di DKI tersebut 
berhalangan hadir.

“Tujuan kami ke sini ingin 
menyampaikan sebuah as-
pirasi dari teman-teman buruh, 
khususnya DKI Jakarta,” kata 
Ketua Perwakilan Daerah (Per-

da) KSPI (Konfederasi Serikat 
Pekerja Indonesia) Winarso di 
Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 
(20/7).

Saat audiensi, pihak Pem-
prov DKI melalui Sekretaris 
Dinas Tenaga Kerja, Trans-
migrasi, dan Energi (Dis-
nakertansgi) Hedy Wijaya 
dan Kepala Bakesbangpol 
Taufan Bakri, serta Biro Hu-
kum Pemprov DKI menerima 
perwakilan buruh. Winarso 
meminta Pemprov DKI untuk 
mengajukan banding terhadap 
putusan PTUN.

Menurutnya, Pemprov 
DKI bisa saja menang gugatan 
banding seperti yang pernah 
terjadi saat kasus reklamasi 
Pulau I pada tahun lalu.

“Pemerintah jangan kalah 
dengan sekelompok APINDO 
(Asosiasi Pengusaha Indone-
sia) yang tidak punya kerugian 
apa pun terhadap mereka. 
Hanya beban moral. Karena 
tidak ada moral, mereka gu-
gatan. Masa reklamasi menang, 
gugatan UMP kalah?” lanjut 
Winarso.  yan

Minta Rokok Tidak Dihiraukan,
Ponakan Bacok Paman

TANGERANG (IM) 
- Seorang ponakan berini-
sial M (28), tega membacok 
pamannya sendiri, Marda (31). 
Insiden berdarah tersebut 
dikarenakan hal sepele yakni 
masalah rokok.

Saat dikonfirmasi, Ka-
polsek Balaraja, Kompol 
Yudha Hermawan membena-
rkan peristiwa yang terjadi 
di Kampung Pulo, Desa Bu-
niayu, Sukamulya, Kabupaten 
Tangerang, Minggu (31/7).

“Iya terkait itu, kejadian-
nya kemarin (31/7). Korban 
sudah dioperasi. Mungkin 
hari ini dilakukan pemeriksaa, 
karena korbannya baru buat 
laporannya hari ini,” katanya, 
Senin (1/8/).

Yudha mengaku belum 
dapat menjelaskan peristiwa 
antara ponakan dan paman 
lebih rinci karena pelaku masih 
dalam pemeriksaan. “Pelaku 
sudah diamankan di Polsek 
Balaraja,” ungkapnya.

Sementara itu, Endang 
selaku saksi menceritakan ke-
jadian itu bermula saat pelaku 

yang meminta rokok kepada 
korban. Diketahui Marda ini 
adalah paman dari M. Sang 
ponakan itu minta rokok ke 
paman. Karena minta rokok 
tidak dihiraukan timbul cek-
cok. Ponakan marah.

“Sering kali juga pelaku 
meminta rokok, meminta kopi 
tapi tidak dihiraukan oleh 
pamannya itu. Kedua orang 
yang berkelahi itu masih ada 
ikatan keluarga, pelaku bisa 
disebut ponakan,” katanya.

Setelah cekcok spontan 
pelaku mengambil golok dari 
tangan tukang potong daun 
singkong, akibatnya tukang 
potong terkana serempetan 
golok yang direbut pelaku. 
Ponakan i tu menyerang, 
hinga bacok paman, sempat 
ditangkis justru membuat 
luka parah.

“Sehabis golok sudah di-
pegang oleh pelaku, pelaku 
langsung bergegas untuk 
mengincar korban yaitu paman 
pelaku, setelah itu pelaku ma-
kin mengganas untuk memba-
cok korban,” katanya.

Lebih lanjut, saat pelaku 
menyerang, M menangkis 
menggunakan tangannya. Aki-
batnya korban terkena sabetan 
dan telapak tangan korban 
sobek akibat menangkis sa-
betan dari pelaku.

“Korban sempet menang-
kis menggunakan tangannya 
agar tidak mengenai tubuh 
korban. gara-gara nangkis, 
telapak tangan korban sobek 
karena sabetan dari pelaku,” 
sebutnya.

Akibat kejadian itu, korban 
langsung dilarikan ke RSUD 
Balaraja, guna dilakukan per-
awatan. Sementara pelaku di 
bawa oleh warga ke Polsek 
Balaraja.

Sebenarnya pelaku ada 
sedikit terganggu kejiwaan-
nya. Setelah bercerai dengan 
istrinya.

“Jadi pelaku diketahui su-
dah ada gangguan kejiwaan, 
dia kan pernah punya istri dan 
anak. Kemungkinan pemiki-
rannya terganggu lantaran ia 
pisah ranjang dengan keluarga 
kecilnya,” pungkasnya.  lus

JAKARTA (IM) - Di-
rektur Wahana Lingkungan 
Hidup Indonesia (Walhi) 
DKI Jakarta, Suci F Tanjung, 
menyoroti tingginya konsum-
si air minum dalam kemasan 
yang kian mengkhawatirkan. 
Selain sampah plastik yang 
meningkat, ketergantungan 
itu juga dinilainya meng-
hilangkan sumber air dari 
masyarakat sekitarnya.

“Pemerintah punya ke-
wajiban menjamin air terse-
but tersedia setiap saat dan 
terjangkau,” kata Suci, Senin 
(1/8).

 Karenanya, segala hal 
yang sekiranya dapat meng-
hambat pemenuhan hak ma-
syarakat terhadap air 

bersih dinilai dia harus 
ditanggulangi dengan segera. 
Hal itu termasuk soal tinggi-
nya biaya layanan air pada 
warga.

Dia menyambut baik, 
rencana Pemprov DKI me-
lalui BUMD PAM Jaya yang 
akan melakukan pipanisasi 
layanan air langsung minum 
di sebagian wilayah Jakarta. 
Meski demikian, dia meminta 
DKI bisa memastikan air 
langsung minum itu nantinya 
benar-benar layak minum. 
Meski air tersebut bisa layak 
saat melalui teknologi fi lter, 
karena membunuh kuman, 
Suci mengingatkan pencemar 
lain seperti mikroplastik yang 
juga berpotensi. 

Seperti diketahui, Di-
rektur Pelayanan PAM Jaya, 
Syahrul Hasan mengatakan, 
pada 2023, sebagian daerah di 
Jakarta bisa minum langsung 
air dari pipa. Sumber air, kata 
dia, berasal dari Sistem Pe-
nyediaan Air Minum (SPAM) 
Sungai Ciliwung yang ada di 
wilayah Jakarta Selatan.

“Jadi yang tinggal di dae-
rah Pancoran, Kalibata dan 
seterusnya nanti bisa mi-

num airnya langsung,” kata 
Syahrul kepada awak media, 
Minggu (31/7).

 Dia menjelaskan, alasan 
air pipa daerah tersebut bisa 
diminum langsung tanpa 
dimasak, karena penggunaan 
pipa baru. Menurutnya, pe-
nyaluran SPAM Sungai Cili-
wung benar-benar baru dan 
bisa digunakan tanpa perlu 
khawatir bakteri.

 “Jangan lihat air Cili-
wung nya, lihat gambaran air 
hasil produksinya,” lanjut dia. 

Berbeda dengan jalur 
perpipaan tersebut, katanya, 
perpipaan lain milik PAM 
Jaya, memang banyak yang 
berusia lebih dari dari seratus 
tahun dan telah banyak ter-
kontaminasi bakteri. Hal itu 
yang membedakan dengan 
wilayah pipa baru tadi.

Syahrul melanjutkan, 
SPAM inisiasi baru, letak 
instalasinya ada di belakang 
Jalan Kemuning, Pejaten 
Timur. Selain itu, bisa dinik-
mati juga nantinya di Kelu-
rahan Rawajati, Kelurahan 
Pancoran, Kelurahan Cikoko, 
Kelurahan Duren Tiga dan 
Kalibata.

Meski demikian, dia juga 
mengatakan, selama 100 ta-
hun PAM Jaya berdiri, cakup-
an jalur perpipaan memang 
telah mencapai 12 ribu ki-
lometer. Namun, dia meng-
akui hampir setengahnya 
atau sekitar 47 persen jalur 
perpipaan itu mengalami 
kebocoran.

“Kebocorannya itu kare-
na hal teknis, dan 30 per-
sennya karena pencurian,” 
katanya.

Menurut dia, usia pipa 
kebanyakan hampir seratus 
tahun, menjadi kerentanan 
tersendiri. Terlebih, saat bak-
teri, kotor, dan masalah teknis 
membuat kebocoran makin 
tak terhindarkan.  yan

Air Kemasan Meningkat, Walhi Minta 
DKI Penuhi Hak Air Layak Minum

PENGUMUMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (‘KIK’) DAN PROSPEKTUS

REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 7  

Menindaklanjuti rencana perubahan KIK dan Prospektus SYAILENDRA 
MONEY MARKET FUND 7 yang telah diumumkan melalui surat kabar 
harian “International Media” tertanggal 24 Januari 2022, kami, PT Syailendra 
Capital selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYAILENDRA MONEY 
MARKET FUND 7, dengan ini bermaksud menyampaikan pelaksanaan 
perubahan Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”) dan Prospektus REKSA DANA 
SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 7 sebagaimana termaktub dalam 
akta Addendum REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 7.

Rincian perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus tersebut di atas 
dapat diperoleh di Manajer Investasi.  

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit 
Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 7  serta 
pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 2 Agustus 2022

Manajer Investasi
PT Syailendra Capital

berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
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VAKSINASI BOOSTER KEDUA
UNTUK TENAGA KESEHATAN

Dua orang tenaga kesehatan menunjukkan 
kartu vaksinasi seusai menerima suntikan 
vaksin booster kedua di Gelanggang Remaja 
Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (1/8). Vaksi-
nasi booster kedua yang diadakan 1-5 Agustus 
tersebut diberikan untuk tenaga kesehatan 
dengan ketersediaan 150 dosis per hari.

SOAL BANDING UMP


